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" .+ PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H.PACITAN
."o ) ) I;l e i .
PERATURAN DAERAI KARUPATEN DAERAH TINGKAT IT PACITAN |
oy NOMOR 18 TAMUN 1996 = |
"s;:?" b TENTANG | B
) AR ) PENGGALIAN JALAN | .
; f -
DENGAN EATIMAT. TUHAN YANG MAHA ESA 5
BUPATI REPALA DAERAH TINGRAT 11 PACITAN

j’ﬂenimbangj_': a._béhwa Jaiaﬁ'merupakhn pfasarana perhubungan darat
LA . yang eangat vital bagl mobliltae maeyarakat pemakal

| . dalan ; T
... 4*j;"ﬂh 'b..bahwa agar fungsi dan manfaat Jaian dapat berdaya
. . .guna dan berhasil guna secara maksimal, maka periu

"‘1_5 . E‘;'.'dlatur tata cara penggalian Jalan bagl kepentingan
L SR “lain " diluar fungal dan = manfaat Jalan dengan.
»'. | menetapkan.dalam suatu Peraturan Daerah. ; ,
o S T S ' T L
' Mengingat - : 1. Undang ' — undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang -
) ; . .. Pembentukan Daerah -~ daerah Kabupaten dalam .
) T SRR lingkungan Proplnsl Jawa Tlmur ;1f o T i -
* - LI . b
g L 2. Undang—undang Nomor © 12 Drt Tahun 1957 Tentang
. . Peraturan Unum Retribual Daerah ;
' : . S 3. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok—
e pokok Pemerintahan di Daerah P v -
. 4. Undang—undang Nomor '13 Tahun 1980 Tentang Jalan ;
_'5._Undang—undang "Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum_';
"f;.Acara Pidana. (KUHAP) ;o . : _
- 6..Undang-undang Nomor '4 5"Tahﬁh 1982 Tentang )
N Ketentuan—ketentuan Pokok Pengelolaan Llngkungan
B Hidup ;
' .Pf.hUndangwundang Nomor - 14 Tahun 1992 Tentang Lalu
‘-5:‘_?V:2L1ntas dan Angkutan Jaian i _ : o
" '_,.. i B.:Peraturan Pemerintah Nomor 5. Tahun 1975 Tentang
. " -~ Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengaquan
Keuangan Daerah ; . _ . H
- ' -9._Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1985 Tentang -fJ .
' Jalan I .- : -
- . it {" - “¥ | ’
3 v :‘ ;;; 4 i . ) ?: .



a

P L WL PR S,

£

il
N
il

-

10, Peraturan Henterl Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1979
: nTbntang Pelakeanaan Pengelolaan Barang Daerah ;

:11;.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang -
' Penyelenggaraan Otonoml Daerah Dengan Titik Herat
Pada Daerah Tlngkat II. )

12. Keputuaan Penterl Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993
- Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan
) Daerah Perubahan : E '

i"13. Keputusan Menterl: Dalam Negerl Nomor 85 Tahun I
- 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ;? . '

i

| 14. Peraturan Daerah ’ Kabupaten Daerah Tlngkaé' IIE'

Pacltan 'Nomor - 7 Tahun 1988 ' Tentang Penyldik

Pegawal Negerl 8ipll  dlLingkungan: Pemerintah ..

) quupaten Daerah Tlngkat II‘Pacltan -

.

: Dengan Persetuduan Dewan Perwakilan Pakyat Daerah Kabupaten Daerah
,’:Tlngkat 11 Pacltan, o 1' _ ;

i
' g' MEM U T USK A N

i Menetapkan : PERATURAN DAERAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN :

TENTANG IZIN PENGGALIAN JALAN
;' .I_. ig;—..‘ .
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'BAB'I

[ R S P

" -!' KETENTUAN UMUM
' Pasal 1

'Dalam Peraturan Daerah Inl, yang dlmaksud dengan 5

. 3 . + ] 5 B .

.a. Daerah, - adalah Kabupaten--Daerah Tlngkat -II L
~Pacltan ; L ‘ o U. -

b. Pémerintah Daérah adalah . Pemerintah Kabuﬁaten'I
Daerah Tlngkat 11 Pacltan : . ; ’ ; Lo
‘ -
c. Kepala Daerah, adalah Bupatl Kepala Daerah Tlngkat -
“quI Pacltan : : . :
R T

d. Dewan - Perwakllan Rakyat Daerah L:adalah Dewaﬂtapﬁ'

Perwakilan ., Rakyat Daerah Kﬂbhgdt‘n Duerah Tlngkat

II Pacltan ;-
é.‘Jalan, pdalah- suatu prabarana} perhubungan darat -
' dalam bentukiapapun mellputi segala  baglan Jalan

termaauk ° bangunan pelengkap- dan perlengkapannya -

Yﬂng dlperuntukkan bagl lalu. 11ntaa ;gl

f; Baglan Jalan,.adalah kelengkapan Jalan. berupa badan o
Jalan, rlol, berm. dan jalur hldau ;"

s .

g. Tanah, -adalah tanah-tanah ‘yang dlkuasal ‘oleh L
Pemerintah Kabupaten Daerah - Tlngkat II Pacltan ; -

{
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:';h. Jalur hldau, adalah Balah atau baglan Jalan yang }

" memlsahkan badan jalan dengan rlol/selokan dan.atau
memlsahkan badan Jalan yang  satu’ dengan yang
1a1nnya yang berfungs]l sebagal taman - : i

1. Dinas Teknls, adalah dlnas yang menangani dan -

bertugas < merencanakan, membuat, memperbalki dan

memellhara Jalan termasuk bangunan pelengkap: dan-=-

. perlengkapannya dalam wllayah Eabupaten Daerah , _
Tlngkat II Pacltan ;' : B

' J.-Izln prlnslp, adalah 1zln Bementara yang diberlkan

oleh EKepala Daerah kepada perorangan atau Badan
"hukum untuk melakukan penggalian Jalan ; . ‘

k. Izln penggalian, adalah Izln yang - dlkeluarkan

Eepala Daerah kepada perorangan atau - badan hukum, “;‘

untuk melakukan penggalian Jalan 3 :

1. Penggallan/Pemotongan-- Jalan, adalah pekerdaan :
renggalian, penanaman kemball bekas gallan untuk
remasangan/pembongkaran plpa-plpa -air mlnum. dan
gas, kabel telepon maupun Jarlngan 113tr1k dan
1a1n—1a1n- .

'BAB I1I . . . 0

¢
,
é
; KENTENTUAN PERIJINAN . -
: ' Pasal 2_ S *

(1) Orang atau Badan Hukum Yyang akan melaksanaknn '
renggalian Jalan yang dlkuasal oleh Pemerintah

Daerah  harus mendapat Izln prlnslp  dan :Izln
penggalllan terleblh dahulu darl Kepala Daerah H

'(25 Untuk mendnpatkan izin dlmaksud ayat (1) Pasal' :

Inl, yang bersangkutan harus mengadukan permohonan
kepadn Kepala Daerah ; o _ ‘

o {3) Ketentuan tentang tata cara pemberlan Izln beserta

syarat-syaratnya, akan dlatur leblh 1andut dalam
Keputusan Kepala Daerah -

-i : _
leecuallkan darl ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan'
Daerah In}, " apablla :

Pasal 3r f S 1 | f

a. penggalian dllakukan dalam keadnan/sltunsl darurat'
- dan perlu penanganan segera .

(

ERETEE

b. pengggallan dalam rangka perbalknn Jalan
dllakukan oleh Pemerintah Daerah .

fi o Fi ‘Pasal 4

: Izin?tldak Berlaku atau dlecabut &pabila s

£

a. pénggalian menylwpang darl gambar/bestek " yang B

dlsetudui oleh Kepala Daerah 3

]
P
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b, pemegang 1zin tildak dapat memenuhl kewadlban dan
' _eyarat-ayarat yang telah dltetapkan. ’ _

A

E- B A B 111
j - KETENTUAN PENGGALIAN
. Pasal 5 E

.r,jPelakBanaan Penggalian Jalan~da1an harus Besual dengan-
- 1zln yang diberlkan.

‘o " Pasal 8

E Sy . o ‘_! . . : .:. .

- {1) Penggalian -dapat . dilakaanakan setelah 1zin
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah

inl dlsampalkan kepada remchon ; . :

:.(2)_Da1am melaksanakan penggalian, pemegang 1zin wadlb
mendﬂga keamonan dan kelanearan 1a1u 11nta3 I

- (3) Apablla penggalian ‘Jalan  sampal - menimbulkan

. kerusakan . bangunan lain mlllk atau yang dlkuasal

oleh. Pemerintah Pusat, Pemerintah - Daerah atau

millk orang  lain, maka perbalkannya menjadl

- tanggung Jawab pemegang 1zln ' setelah dlperoleh
. kata Bepakat para plhak bersangkutan'; .

- (4} Apablla penggalian Jalan menyebabkan rusaknya“'
o instalasl - mlllk: Pemerintah Pusat atau Daerah,
" . Badan Usaha Mlllk Negara atau Badan 'Usaha Hlllk
- Daerah, - maka yang bersangkutan harus mengganti-
blaya perbalkan kemball instalasl dlmaksud H

y  (5) Apablla kerusakan yang dltlmbulkan menyebabkan '

 kerusakan instalasl yang menyangkut kepentingan

- umum - yang ., memerlukan perbalkan segera, maka
. pemegang izln " dlharucokan segera - memperbalkl
kerusakan tersebut dengan memberltahukan kepada :

ang berwenang mengelolanya HE

'T(B)'aegaia akibat hukum vang' dltlmbulkan/diaklbatkan
oleh penggalian, mendadl tanggung Jawab pemegang
1zln. o , _ .

: Pdsal 7
_ P ) L _ - B .
(1) Perbalkan kemball - bekas gallan  aebagalmana
- dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini,
dllaksanakan oleh dan atas beban Berta tanggung '
Adawab pemegang 1zin ;_

.'[_i(2) Atas dasar pellmpahan wewenang dan tanggung Jawab’ﬁ

- pemegang . izln, Pemerintah Daerah dapat

- melaksanakan perbalkannya dengan blaya atas beban?ﬂi,.

Pemegang i1zin.
. i i . . . -
{3) Persyaratan teknls dan pelaksanaan perbalkan
' kemball - bekaa gallan dlatur 1leblh lanjut oleh
-Kepala Daerah



’ : . BAB IV y
i . KETENTUAN RETRIBUSI:
g : Pasal 8.

T (1) Peraturan Daerah inl dlkenakan retrlbusl ;

(2) Besarnya' retrlbusl dlmaksud ayat (1) pasal Inl

e sebagal berlkut :

: a. Izin prlnslp Bebesar Rp. '100.060,-— (Be}atus H’}
rlbu ruplah) - o : o

: ?

b Izln penggalian :

: :§ 1) Untuk  pemasangan tlang sebesar. Rp. 2. 500 [
! ’ -(dua rlbu lima ratua ruplah) Betiap tlang

" AR 2)'untuk penanaman kabel atau plpa

é a) pada -Jalan hotmixed atau salndsheet -

L - Bebemgr Rp 5. 000,— (lima rlbu ruplah) ;

§ - ) ‘

Tl D) jalan -beton-_tegel aebeﬁar Rp. 3. 000 —:==5
._%'7:  - {tlga rlbu ruplah) per m“ ; - X -
f. " ¢) Jalan aspal ponetrasl sebesar Rp. 500;-f
'(dua ribu 1ima ratus rupldh) ‘per m ;- _

‘ o d) Jalam makadam steBar Bp. ‘1. 000 - (aerlbu S
- : 3 ruplnh) per m° ; o
' R e) dalan tanah (berm keras)' sebesar“ Rp;‘-'

PBI'EI:

i B ¢s400 = (empat ratus ruplah) per m< 3

i g)}Jalur hldaulsebesar Rp. a 500 - (dua rlbu?'=
- . 1ima ratus ruplah) per m“ ;

j _: h) Tanah - yang dlkuasal oleh. Pemerintéh ‘

3 . Daerah 'Sebesar Rp. 250.— (dua ratus’ lima 7..
i i_PU1Uh ruplah) per m? ;o X . .
:-5*13) Penggalian menyllang Jalan/urut jembatan g'“?t',

é : a) Jalan hotmixed atau Balndsheet Bebesarj S

‘- - . Ep. '’ 7.500,- (tujuh rlbu ' 1lima ratus.  °
i ruplah) per Bilangan ; e

by Jalan beton tegel Bebesar Rp. 6.000,- .
(enam ribu ruplah) per Bilangan : :

c) dalan aspal penetrasl Bebesar Rp. b. 000 -
(lima ribu ruplah) per sllangan. - o

- d) dlatas atau - urut Jjembatan 'sebesar Rp.aj
1 000 - (Beribu ruplah) per m ; . :

S e T T A A ey A g - o g a

-
SR

e - e

(1) Atas pemberlan Izln dlmaksud dalam pasal 2 ayat o

- '¥ U - 750,-_(tujuh ratua lima puluh ruplah)_;zp\.

i;“iﬁ ff‘dalan tanah (berm luhak) gaar RP-    f
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(3) Haaii pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) pasai"i"
1n1 disctor ke Kas Daerah. = - . L

'. , :,‘ . oo

i B a B V..
KETENTUAN PIDANA DAN PENYiDIKAN
- Paaai o.

s {1) Peianggaran terhadap ketentuan dimaksud Paaai 2 -
'+ ayat (1) Peraturan Daerah 1inl diancam Pidana . -
kurungan solama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
" setinggl- tingginya Rp. -50.000,—- (11ma puiuh 'ribu .
rupiah) . o ‘oL o

" (2) Tindak ' Pidona dimakaud ayat (1) pasai ini adaiah"__
C poienggaran - S :
. Pasai 10 , .
Tindak Pidana terhadap Paaai 6 Peraturan Daerah ini
diancam dengan - pldana kurungan . atau denda Besuai N
dengan perundang~undangan yang beriaku IR ' . i
';': . {} Pasai 11 o T : i ' ]
(1) Seiain Penyidik Umum, penyidikan atas peianggaran ; :
i terhadap Peraturan Daerah 1ni: diiakukan - ‘oleh - .4,
T iPenyidik Pegawal Negeri: ”Sipiil _Ldiiingkunganf' .
_ Pemerlntah Daerah ;.' s f!'_' ;.__ g.]. g
-,(2),Da1am meiakﬂanakan penyidikan, penyidik dimakaud;h.*ﬂ
: 'ayat (1) paaai 1n1 berwenang . ; o
"“-‘5. menérima 1aporan atau pengaduan dari .BEBearhng;fpd}
' .tentang adanya tindak pidana Sl s ’

 b. meiakukan tindakan pertama pada Baat § 1tui’”:
B ditempﬂt kejadian dan meiakukan pemerikaaan HE

e. menyuruh l berhenti Beseorang tergangka {fdaﬁ-,i

) memerlksa tanda pengenai diri tersangka" '

d. meiakukan penyitaan benda atau Burat—aurat -_f{l_“
e-_mengambii Bidik Jari dan memotret seaeorang

f. heﬁaﬁggiii ' seseorang untuk didengar " dan‘f:
' dlperiksa Bebagai torsangka atau Baksi ;3 P

L g. mendatangkan Beorang ahii. yang diperiukan daiam' J,m
‘ hubungannya dengan pemerikaaan perkara - .
menghentikan o penyidikan setelah mendapat o
‘petunjuk darl Penyldik Umum - bahwa tidak

. terdapat cukup buktl, ‘atau peristiwa tersebut - .
-bukan- merupakan tindak pldana dan: selanjutnya |,
melalul ;. Penyldik +© Umum. memberitahukan : hal
: tersebut kepada . penuntut umum, tersangka_ atau R
-’keiuarganya ;_ : Rk - :

- .::‘._m

e E L B arki L e 4

mengadakan tindakan 1a1n yang menurut hukum-_;? '
dapat diportanggung Jawabkan. -0 . a

1
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D B " BAB VI
PR S B KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
S S o Paaal 12 o
L th—hal yang. belun dlatur dalam Peraturan Daerah Inl’

eepan}ang mengenal pelaksanaannya. dltetapkan kemudlan
oleh Kepala Daerah ; ,

;; o Paaal 13

' Peraturan = Daerah .inl berlaku aelak tanégal
~dlundangkan. . . ' ' | B
. ! r -

o fe Agar : potlap orané _'mengefahulhya, .memerlntnhkan

TN  \‘g . " . pengundangan  Peraturan " Daerah inl dengan
P L * " menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
co . Tlngkat II Pacltan.
S - ; Dltetapkan dl Paoltan
. T ; ~ Pada. Tanggal IB Oktober 1996 |
' ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI' ALA DAERAH TINGKAT II -
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. P ENJELASAN .
PERATURAN DAERAH EAHJPATm DAERAH TINGKAT 11 PACITAN oo

Lo mmmame | o :
‘| ' .IZIN PENGGALIAN JALAN & . |

[
]

B PENJELASAN UMUM! coTT _-:,'1.' PR

Orat nadi dan dinamika kehidupan eknnnmi, ensiai budaya,
: poiitik dan pertahanan kenmanan dalam willayah -Kabupaten Daerah .
" Tingkat II Pacitan akan acmakin berkembang dan maju, berdaya. guna
dan berhasll guna meningkatkan taraf hidup ntau pendapatan wurga
maoyarakat - dan. penerimaan daerah Belrama\ dengan pembangunan
sarana/prasarana jalan.: e -;f
: Demi terwujudnya peningkatan pendapatan warga manyarakat
dan.. penerimaan daerah darl nektor trannportaal jalan raya, . maka.
perlu -- diupayakan apgar pembanpunan jJaringan jalan . darl dan ko
pusat pertumbuhan nkonomi/prnduhoi, puoat penukiman dan pemasaran
. maupun - sentra~-sentra  lainnya tertata secara . - mantap $ dan
- diserasikan dengan perkembangan tranaportani ‘Jalan raya. ; o
: Komprehensl . dan efislenol penataon (perencanaan) dan X3
" .+ penyerasian tersebut adalah untuk menjnga- dan mengantielpasi ,
‘timbulnya kerusakan jaringan jJalan oehingga beban don daya dukung °
Jalan tetap mampu mengaknmndasiknn . kepadatan“ 1a1u 11nta3
kendaraan. . '
: Apar Betiap nrang atau badan hukum yang akan - meiaksanakan
" penggalian tanah pada’ jalan-jolon dan atau bagion—bagiannya .yang -
' dlikuasal. Pemerintah Daerah ‘memahami hak dan atau kewadibannya,,-
maka ketentuan mangenai penggaiian tanah pada jalan dan - bagian-
- bagiannya yang: dikuasal Pemerintah Daerah . dlatur/ditetapkan -
dalam Peraturan'’ Daerah- , - PR o
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_II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. -

; . T * .
' ' T ﬁ . ' . R :.;:.“! Co L ‘ R
. Paqﬁi'l Bampaiidengan313;$30ukup Jelas.; 5 _




